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Usut Tuntas Penyebab Banjir Sumatera

Kemenhut Diminta Buka
ldentitas 12 Perusahaan

Senayan mendesak Kementerian Kehutanan
(Kemenhut) membuka identitas 12 perusahaan
pengelola hutan yang beroperasi di wilayah Sumatera,
Perusahaan tersebut dituding menjadi penyebab
banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara
(Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

ANGGOTA Komist IV DPR
Firman Scebagyo meminta
Menteri Kehutanan (Menhut)
Raja Juli Antoni membuka siapa
saja perusahaan yang sudah
membuat susah dan sengsara

jutaan warga di Aceh, Sumut.

dan Sumbar. Apalagi. ini masa-
lah bencana besar yang melibat-
kan semua pihak. Termasuk para
korban dan keluarga mereka
terkena dampak bencana.

“Segera umumkan nama-
nama perusahaan yang terkait
dengan bencana tersebut seba-
gai bentuk tanggung jawab
dan transparansi publik," tegas
Firman dalam keterangannya,
Jumat (12/12/2025).

Diketahui, Menhut Raja Juli
Antoni berjanji akan menginves-
tigasi “biang kerok’ terjadinya
banjir bandang dan longsor di
wilayah Sumatera. Saat ini, tim
penegakan hukum (Gakkum)
Kemenhut telah menemukan
indikasi pelanggaran oleh 12 pe-
rusahaan pengelola hutan vang
beroperasi di Sumatera Utara.

*Gakkum kami sedang ada di
lapangan dan insvaallah nanti akan
segeta laporkan kepada Komisi IV
DPR dan publik hasil dari lebih
kurang 12 lokas! atau subjek hu-
kumini," wjar Raja Juli di Gedung
DPR, Kamis (4/12/2025).

Dia menegaskan, penegakan
hukum terhadap 12 subjek hu-
kum tersebut akan segera dilaku-
kan. Namun, nama perusahaan
vyang menjadi biang kerok banjir
bandang dan longsor belum bisa
diungkap publik.

“Saya belum bisa sebutkan.
Karena ini masih proses hukum
va," ujar politikus Partai Soli-
daritas Indonesia (PS) ini.

Firman mendorong agar pen-
gusutan terhadap perusahaan
vang terlibat dalam bencana ban-
jir dan longsor dilakukan secara
tuntas dan transparan.

Perusahaan dan individu yang
terbukti terlibat dalam pelanggaran,
seperti perarmbahan kawasan hutan,
harus ditindak tegas sesual dengan
aturan hukum yang berlaku.

“Usut tuntas penyebab ben-
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cana. Tindakan ini diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan
kepastian hukum bagi semua pi-
hak vang terlibat,” tegas legisla-
tor asal daerah pemiliham (dapil)
Jawa Tengah (Jateng) [11 ini.
Firman meminta agar proses
penegakan hukum ini tidak hanya
menyasar pada pihak-pihak kecil,
tetapl juga harus mencakup pihak-
pihak yang memiliki kekuasaan
dan pengaruh vang besar. Se-
hingea, kasus ini dapat menjadi
pelajaran bagl semua pihak writuk
lebih patuh terhadap peraturan
dan peduli terhadap lingkungan.
“Langkah tegas ini dapat mence-
gah terjadinya pelanggaran serupa
di masa depan dan memberikan ke-
adilan bagi korban bencana,” ucap
politikus senior Partal Golkar ini.

Senada, anggota Komisi [V
DPR Riyono memberikan tenggat
waktu selarna 30 hari kepadaMen-
hut Raja untuk mengungkap akar
masalah kerusakan hutan. Identi-
fikasi segera |2 perusahaan vang
diduga melakukan pelanggaran
dan menyebabkan bencana banjir
dan longsor di wilayah Sumatera.

“Kerusakan lingkungan yang
kian masif tidak boleh lagi di-
tanggapi dengan laporan parsial
atau tindakan setengah hatl.
karena masyarakat telah mera-
sakan langsung dampaknya.”
tegas Riyona dalam keterangan-
nya, Jumat (12/12/2025).

Komisi [V DPR akan menagih
dalam laporan resmi pada masa
sidang berikutnya dan menuntut
transparansi penuh kepada pub-
lik. “Menhut harus memaparkan
dan kita ucap kepada masyara-
kat," tegas politikus PKS ini.

Anggota Komisi IV DPR Dan-
iel Johan menambahkan, Pemerin-
tah harus ransparan kepada publik
atas permasalahan yang menjadi
penyehab banjir di wilayah Su-
matera. Sehingga publik dapat
mengetahui pihak-pihak yang
hettanggung jawab atas kerusakan
hutan di wilayah tersebut,

“Jangan ada yang ditutup-
tutupl. Tidak boleh ada tebang
pilih. Semua yang melanggar
harus ditindak tegas, siapa pun

mereka,” tegas Daniel dalam ket-
erangannya, Jumat (12/12/2025).

Daniel mendesak Pemerin-
tah memberikan sanksi tegas
dan tidak melindungi pelaku
perusakan hutan. Negara wajib
berdiri di pihak rakyat dan
lingkungan, bukan melindungi
pelaku perusakan hutan.

Bagaimana tanggapan Kemen-
hut? Menhut Raja Jull Antoni
mengatakarn, Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum (Ditjen Gak-
kumy) telah menyegel 3 Peme-
gang Hak Atas Tanah (PIIAT)
yang diduga melanggar tata
kelola kehutanan di Kabupaten
Tapanuli Selatan. Sumut.

“Saat ini total subjek hukum
yang sudah dilakukan penyegelan
dan‘atau verifikasi lapangan oleh
Kemenhut berjumlah 11 entitas.”
kata Raja Juli dalam keterangan-
nya, Jumat (12/12/2025).

Berdasarkan hasil pendalaman,
menurut Raja Juli, diduga telah ter-

jaditindak pidana pemanenan atau

pemnungutan hasil hutan di dalam
hutan tanpa memiliki hak atau
persetujuan dari pejabat yang ber-
wenang. Hal ini diatur dalam Pasal
50 ayar 2 huruf ¢ UU 41 Nomoe
1999 tentang Kehutanan dengan
ancaman pidana penjara paling
lama 5 tahun dan pidana denda pa-
ling banyak Ep 3.500.000.000,00
(Pasal 78 ayat 6). m TiF
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